GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR . KEPATA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/245 /BeXIV/HE/1991

CTENTALANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAI DAN BELANJA DABRAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT IT LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMFUNG

Membaca : Surat Bupati Kepala Daersh Tingkat II Lampung Selatan Nomor 187/620/
26/1991 tanggal 3 Jurd 1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daee
‘rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 25 Tghun 1991
tanggal 25 Mei 1991 tentang Penetaspan Anggaran Pendapatan dan Belan-
Ja Daerah Ksbupaten Daerah Tingkat IT Lampung Selatan Téﬁun Anggaran
1991/1992 | |

" Merdmbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting=
kat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut untuk dapat
dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku,

" Mengingat ¢ le Pasal 18 Undang~Undang Dasar 1945

2« Undang-Undang Nomor 5 Tshun 1974 tentang Pokck—pokok Pemerintahan
di Daersh (LI Tahun 197k Nomor 78 TLN Nomor 3349 ).

3¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992.

Le Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-

tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerahe

5¢ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tshun 1976 tentang Cara Penyusunan,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daersh dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belsnja Daershe

6' Instruksi sesesnbesssee
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Instruksi Presiden Nomor 6 Tshun 1984 tentang Penyelenggaraan ban
tuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Kota
madya Daersh Tingkat II dan Desaa

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Penyusunan Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah, Pelak=—
sangan Tates Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi tungan Ang-
garan Pendspsten dan Belanja Daerahe

Peragturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tshun 1985 tentang Peng=
urusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunane

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900~099 tanggal 2 April 1980
tentang Manusl Administrasi Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalsm Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Septem=
ber 1983 tentang Penyempurnasn Bentuk dan Susunan Perubghan Ang=
garan Pendapatan dan Belanja Daerahe '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Lang=—
kah Pertama Pensinkronisasian Anggaran FPendapatan dan Belanja Dae
rah dengan Anggaran Pendepatan dan Selanja Negaras

Keputusan Menteri Dalam Negeri HNomor 903-1319 tanggal 19 Septem =
ber 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Hegeri Now
mor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda?atan dan Belanjg =
Daerahe

Keputusan Menteri Dalam Negeri Homor 903-057 tanggal 19 Jamuari =
1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan

Daershe

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 1L Pebruari

1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan “elanja =

Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Lampung Selatan No-

mor 25 Tahun 1991 tanggal 25 Hel 1991 tentang Penetagpan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yaersh Tingkat II Lampung

Selatan Tahun Anggaran 1991/1992,

30 SU.I‘a‘b GEsGBCIE DS



HENSTAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

.
*

3e Surst Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Homor 903/ 602/ 1[;,/-
1991 tenggal 28 Pebruari 1991 tentang Pedoman Fenyusunan Ahggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992,

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Peraturan Daerah Ksbucasten Daerah Tingkat II Lampung Se=—
laten Fomor 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 tentang Penetapan Ang=
garan Pendapatan dan Belanja Dzersh Kabupaten Daerah Tingkat IT Lam-
pung Selatan Tshun Anggaran 1991/1992 sejumlah Bpe 3060024637830, ~
terdiri dari :

le Pendapatan.

Pendapatan [ EEENEANFEIE S NN NENEEENEEESE RS XX 2 Ep. 30'032ﬁ6370830""

2¢ Belanjae

RutilnN secocensnosss Rpe 8&7300914000001“

Pembanglnan sesecsscsese BPeLle27146974830,~

Rp . 30000 2 637¢83O: -

3« Baglan Urusan Kas dan Perhitungan.

Pel’ldapatan L e oSO seR OEEESE }?- L 2 2'109.9&309001-
Belanja ooo-socnoocoot;. P'-pt 20109096819001—

Se]isih LA N A R RN T EENEN NS ] Rp& IIih-il.

Pendapatans

le Penerimgan dari Hasil Pelelangesn Tkan yang dicantumkan pada ayat
16262086 sebesar Rpe 12+000000,= supaya dipindahkan pada Pos Ba
gl Hasil Bukan Pagjak ayat le3e2e111, dikarenszkan pener'imaén terse
but merupakan penerimaan Daerah Tingkat I sedangkan Daerah Ting~
kat IT Lampung Selatan hanya menerima bagl hasilnya sajae

Belanja Rutine

1ls Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tghun 1990 -
tentang Kedudukan Keuangan Ketus, Wakil Ketua dan Anggota DPRD su
paya Belanja DPRD dimulei/diawsli dari Pasal dan Digit yang berko

de (a), yaitu dari 2¢2¢1410015 sampai dengan 2.2¢1.1010a.

2e Pemfediaan Ssecansses
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Penyediaan kredit untuk tunjangan kematian dan pengangksatan Jena=—
zah (Pasal 2e2¢11007a) khusus untuk :

=~ Usng penghargaan bagli yang diberhentikan dengan homat secsesse
Bpe Lie5004000, =

-~ Asuransi tanda penghargaan Ketua; Wakil Ketua dan 4nggota DPRD
Tingkat IT Lanpung Selatan : Eps 18490040004~ dan

~ Astransi bulan Juli sampai dengan Maret 1991 : Rpellel75e000,—
supaya dipindahkan ke pasal 1005a (Uang Kehormatan) sedangkan tun
Jangan kematian bagi ahli waris dan pengangkatan jenazah sebesar
Epe5¢0004000y~ tetap pada pasal 2e26161007ae

Pada pasal 2¢23»1016 (Blaya Pakaian Dinas) untuk pakaian dinas =
pegawal Sekretariat Wilayah Daersh dan pembelian triming pak su~
Paya diringl secara jelas Jumlah pegawainyaze Begitu pula pada pa=
sal 242301053 (Biays pemeliharaan kendaraan) supaya dirinci jume

lah dari mesing=-masing jenis kendarasn baik roda /4 maupun roda 2e

Keempat ¢ Belanja Fembangunane

1,

3

Proyek=proyek yang sumber dananya berasal dari dana perangsang Pa
Jek Bumi dan Bangunsn (PB3B) supaya disesusikan dan memperhatikan

petunjuk/ ketentuan ya'ng berlakus

. Khusus proyek-proyek pengadaan kendarsan bermotor roda /4 dan roda

2 tidak diperkenankan dipecsh-pecsh melainkan dianggarian/dipro =
gramkan pada sektor tersendiri, yaitu sektor Aparatur Pemerintah,
pasal Pa0elbe2e -dengan demikian Proyek pengadaan/perbaikan/peme=—
liharean PUSKESMAS Keliling (Pasal ZPe0el10e¢16054007) sebesar ssee
Rpe 5142314000y~ supaya dipindahkan pada sektor Aparatur Pemerin-—
tah pasal 2Pe0elbe2.

Pada proyek Bantuan pada rumah ibadah dan madrasah (PasalZP«Oe8,
1.014001) supaya dirinci secara jelas rumah ibadah dan madrasah
yeng akan dibantu dan disesugikan dengan bantuan sarana ibadah =
yang telah diprogrankan dalam APBD I Tahun Anggaran 1991/ 1992 agar
tidak terjadi tumpsng tindihe

Le Penyediaan eecessevese
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Ls Penyedigan kredit untuk proyek pemingkatan pengelolaan Anggaran —
Perdapatan dan Belanja VYaersh (Pasal 2Pe0el5e1s024001) sebesar :
Rps 1240004000, = dan proyek pengelolaan APBD Rutin (Pasal P.0e15
1402021 ) sebesar Rpe266900,000,= hanya diperkenankan untuk tahun
anggaran 1991/1992 saja, sedangkan untuk tghun berikutnya supaya
diprogramkan dalam Belanja ‘utine

5e¢ Proyek pengadaan Sound System Kantor DPRD Tingkat IT Lampung Se—
latan (Pasal ZPe0elbele024015) sebesar Ape L4502000,=4 Proyek pe=-
ngadaan jam antik dan jam dinding Kantor DPRD Tingkat II Lampung
Selatan (Pasal Pe0e16e1602,016) sebesar Rpe3¢0506000,= dan pro=
yek pengadaan tustel dan tape rekaman DPRD Tingkat II Lampung Se-
latan (Pasal ZPe0elbelsa02017) sebesar Rpele004000y= supaya di=
jadikan 1 (satu) ulangl dijadikan 1 (satu) proyek dengan rilsy -
proyek sebesar Rp.7e7004000, =

6« Untuk menentukan besarnya biaya pengelola proyek supaya memperhgs
tikan dan mempedomari Surat Beputusan Gubernur LKepala Daersh Ting
kat I Lampung Womor G/029/BeIV/HK/1986 tanggal 29 Januvari 1986 =
tentang Pedoman penyelenggaraan proyeky yaitu :
~ Blaya pengelola proyek fisik maksimum 4 % dari nilal proyek kee

seluruhan,
~ Biaya pengelola proyek non fisik maksimum 5 % dari milal proyek

keseluruhane

: Sehubungan dengan Anslisa Persiapan Pengesahan Anggaran Fendapatasn -

dan Belanja Daerah Tingkat IT Lampung Selatan Tahun Anggaran 3 199L/

1992,

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari aspek teknis,
aspek materiil, aspek legalites dan ketentuan-ketentuan sesusgl de
ngan Surat Menteri Dalam Negeri Homor : 903/696/PUOD tanggal 14 =~
Pebruari 1991 dapat dikatagorikan pada kreteria penilaian " Baik"
( B2 ).

2¢ Untuk penilaian sehubungan dengsn keperluan pembiayaan Bupati Ke=
pala Daersh Tingkat IT Lempung Selatan, yaitu Belanja Penguasa -
Tunggal (Dana Taktis) dan Belanja Tamu dapat dikatagorikan pada

kreteria perilalan "Sedang" ( S )e

3. Undbuk s
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3¢ Untuk perdilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Dewan Pere
wakdilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Selatan yaltu uasng paket
dan lagin=lain dapst dikatagorikan pada kreteria penilgian "Sedang"
(8 )

Le Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah
Daersahy yaitu Belanja Transfer dan Biays Tidak terduga dapat di =

katagorikan pada kreteria permilaian "Sedang” (S)e
g |Y b

Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tke
IT Lampung Selatan Tahun Anggaran 199;/1992 supayé dilakukan perubah
an terhadep Keputusan Bupati Kepala Daersh Tingkat II Lempung Sela~
tan lNomor ¢ 8L/HE-LS/I/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan =
dan Kegiatan/lasal dan Proyek Anggsran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengen dikbtum=diktum di atase Setiap
Perubahan Keputusan Bupatd Xepala Daersh Tingkat II Lampung Selatan
dimaksud supays dikirimkan kepada Gubernur Kepala Yaersh Tingkat I

Lampung sebagal laporane

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Ksbupaten  Dzerah
Tingkat IT Lampung Selatan Tshun Anggaran 199i/1992 adalah pengesah—
an terhsdap Peraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Se~
laten Nomor : 25 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991 beserts lanpirane-lam
pirannys, dengan perubshan seperti tercantum dalsm diktum=dikium ter
sebut di atas, dengan catatan bzhwa semua jenis penerimaan dan penge
luaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Feraturan

Perundang-undangan yang berlakie

- .
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Kedelapan

L

Apabile Penetgpan Perubshan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerash
Tingkat IT1 Lampung Selatan Tehun Anggeran 1991/1992 telah melgmpaul
masa Triwulan ITI, supsya dihindari adanya penganggaran proyek=pro=
yek baru mengingat jangka waktu proses pengesshan dan proses persi=
apah sangat pendek, schingga proyek=-proyek dimaksud tidak dimungkin

kan lagl untuk dilsksanskan karena menjelang tshun anggaran berahir.

Surat Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetgpksn dan berla

ku Surut sejak tanggal 1 April 1991 .-

Ditetapken di : Bandar Lampungs

Pada Tanggal @

GUBERNUR EEPALA DAE AT T LAMPUNG,

POEDJOINO PRAIYOT

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1s Ythe Bapak Menteri Dalam Negeri 2RI

2¢ Ythe Dapak HMenteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas«

3e Ythe Bapak Menteri Keuangsn RIe

Le Ythe Bapak Ketua BAPEKA RI.

5 Sdre Bupati Lepala Daersh Tingkat IT Lampung Selatans

6 8drs Ketua DPRD Tingkat IT Lampung Selatane



